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PUTUSAN
Nomor 0416/Pdt.G/2020/PA.Mto
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Rimbo Bujang, 02 Agustus
1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon,

melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Blora, 01 Juli 1993, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober
2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0416/Pdt.G/2020/PA.Mto,
tanggal 22 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri
yang sah menikah pada Hari Rabu, Tanggal 09 Mei 2012, dihadapan
Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Serai
Serumpun, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/02/V1/2012, tertanggal 21 Mei 2012;
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2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka,
sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup
bersama membina rumah tangga sebagai pasangan suami-istri di rumah

sendiri di alamat Kabupaten Tebo, selama 5 tahun sampai akhirnya

berpisah;
4, Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah
Bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, berumur 8 tahun
(bersama dengan Termohon);
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon
semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Januari
2017 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai tidak didapati lagi
disebabkan:

a. Termohon dan Pemohon tidak memiliki pikiran yang sejalan;

b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

c. Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati;
7. Bahwa terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Termohon dengan Pemohon pada bulan April 2017, Termohon dan
Pemohon bertengkar karena Termohon ingin pulang kerumah orang
tuanya namun Pemohon tidak mengizinkan lalu keesokan harinya
Termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan
Pemohon dan tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama
sampai saat ini. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon
berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun dan tidak pernah
menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat
membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan

datang;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
4, Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tidak
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun
Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat
kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan
mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses
persidangan;

Bahwa sselanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi
diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya
tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar
jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
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L. Bu

kti Surat
1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 15090140208940004 aats
nama Pemohon, ter tanggal 2-8-2018 telah bermeterai cukup dan di-
nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/02/VI1/2012 Tanggal 9-5-
2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan
Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai
cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan
diparaf;

Il. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Honorer Capil, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, telah memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman
Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi
kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di
Kecamatan Serai Serumpun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus Jejaka dan
Perawan,;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di di rumah sendiri selama 5 tahun;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
1 (satu) orang anak yang kini bersama Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-
rukun saja. Sejak awal tahun 2017 mulai sering terjadi pertengkaran

dan perselisihan diantara keduanya;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon vyaitu karena Termohon keras kepala dan
tidak terima jika dinasehati karena saksi sering melihat Termohon pergi
tanpa ijin Pemohon;

- Bahwa selain itu, saksi pun mendapat cerita dari Pemohon bahwa
antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan dalam hal pemikiran
sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi;

- Bahwa puncak peselisihan terjadi pada bulan April 2017 disebabkan
Termohon tidak diijinkan pulang ke rumah orangtuanya namun
keesokan harinya Termohon pergi ke rumah orangtuanya tanpa
sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali
lagi;

- Bahwa Saksi pernah melakukan upaya damai bersama keluarga
sebanyak 1 kali namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi

mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2, Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga di
tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di
Kecamatan Serai Serumpun dengan status jejaka dan perawan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah
sendiri beralamat selama 5 tahun;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-
rukun saja selama 5 namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon
dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon sering keluar rumah
tapa ijin Pemohon, sulit dinasehati dan tidak sejalan dalam hal
pemikiran. Hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran
keduanya tapi saksi tahu bahwa keduanya telah pisah ranjang dan
pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa pada bulan April 2017, Termohon pergi dari rumaah tanpa ijin
Pemohon, sebelumnya pamit kepada Pemohon unutk pergi ke rumha
orangtuanya namun Pemohon tidak mengijinkan. Sejak saat itu
Termohon pergi dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi pernah melakukan upaya damai terhadap Pemohon dan
Termohon, namun tidak berhasil;

- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan
telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di
persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang
pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat
permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan
Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon
dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai
terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak 5 tahun

pernikahan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai
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goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin
Pemohon, keras kepala, sulit dinasehati dan tidak sejalan lagi dalam hal

pemikiran sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon
telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis
Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon
dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah
tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, quod est Pasal 154 R.Bg
junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan

ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 3
ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, baik hakim, mediator, para pihak maupun kuasa hukum wajib

mengikuti proses mediasi sebelum pokok perkara di periksa, akan tetapi karena
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Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis
Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Pemohon dalam

mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dalam hal kompetensi
relatif Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam
yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo dan terhadap dalil tersebut pihak
Termohon tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) kompetensi relatif, maka quod
est Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Tebo
memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.2 Pemohon mendalilkan bahwa
Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah
melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-
undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik
Indonesia, maka quod est Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal
20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki /egal standing untuk

mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan
Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang
berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Tebo memiliki

kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo;
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Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan
oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka
sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta
yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus;

2. Bahwa harus diketahui apa dan siapa penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut;

3. Bahwa apa benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup
rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Termohon tidak
pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di
persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya
tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga quod est
Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg, patut dinyatakan Tergugat tidak
hadir ke persidangan dan perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa
hadrirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim memberikan beban pembuktian (burden proof) kepada Pemohon guna
membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon

dengan Termohon;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-

masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dalam hal kompetensi
relatif Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam
yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo maka quod est Pasal 66 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Tebo memiliki kompetensi

relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti
P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut
memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna
(volledig). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi
Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah
terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 9 Mei 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, Majelis
Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi-saksi baik dari tetangga,
orang terdekat ataupun keluarga para pihak untuk menemukan kebenaran yang
meyakinkan, serta melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
dari tetangga Pemohon, dan kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut
telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, diambil keterangannya satu
persatu dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi-
saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai
saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon
telah menyampaikan keterangan yang secara substansi saling bersesuaian dan
berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim
berpendapat quod est Pasal 308 dan 309 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
materiil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh
Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sesuai dengan sifat
pembuktian saksi adalah bebas (vrij bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat
bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, karena kedua orang
saksi tersebut merupakan tetangga dan orang yang dekat dengan Pemohon
dan Termohon, menyaksikan keseharian pergaulan antara Pemohon dengan
Termohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang
mesti dibuktikan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan di
persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah,
menikah secara resmi sesuai dengan aturan Islam pada tanggal 9 Mei 2012;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang
lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

4. Bahwa pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat telah berupaya
mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum
permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan
dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 yang

mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut
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berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan

kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2
yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar
menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan
Agama Muara Tebo, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara
Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil
normatif, sebagai berikut:

1. Surat Ar-Rum, ayat 21:

8390 pSin Jd2zg led] lgiSunid 219l pSumsail go oSd 315 Ol ail og
V98 pgd) eyl s (9 0l 4oz )5
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum,
[21]).
2. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu

Majah, Juz 1, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:
oo Vg 0 Y

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula
kamu sampai dimudarati (dicelakai);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar’i yang
lain, berupa kaedah fighiyah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa an-
Nazhair, Juz 1, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

Majelis Hakim sebagai berikut:

logas] LISi,L | o lagalacl o, Olsumis o,les I3l
Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
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Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
warahmah, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa
“suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan
pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan
mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudaratnya dibanding
kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal
bersama lagi dan masing-masing baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak
ada upaya lagi untuk bersatu, ataupun untuk menciptakan sebuah komitmen
untuk hidup bersama lagi, masing-masing sudah tidak ada rasa untuk saling
menjaga dan memperdulikan, dengan kondisi psikologis rumah tangga seperti
ini, tidak mungkin akan tercipta kembali rumah tangga yang bahagia, sakinah,
mawaddah dan rahmah, oleh karena itu, mempertahan rumah tangga ini baik
bagi Pemohon ataupun Termohoh adalah hal sulit dan memaksa untuk tetap
melanjutkan hubungan rumah tangga ini tentu rumah tangga mereka menjadi
rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara normatif,
yuridis, dan psikologis, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan
Termohon diceraikan. Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak
lagi saling mempedulikan, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk
mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan
Termohon tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Maka oleh sebab itu
Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi Pemohon dengan
Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis
Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah
memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, quod est
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, yuridis, dan
psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak
yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum,
sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan
mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di

hadapan persidangan Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan
ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh
Pengadilan setelah Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht
van gewijsde) dengan memanggil pihak suami dan istri (Pemohon dan

Termohon);

Menimbang, bahwa petitum Pemohon poin 3 tentang biaya perkara,
maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai
pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjawab petitum permohonan

tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang
Pengadilan Agama Muara Tebo;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami M. Rifai,
S.H.l,, M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy dan Andi Asyraf,
S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad
Khumaidi, S.H.lI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Rifai, S.H.l., M.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy Andi Asyraf, S.Sy

Panitera Pengganti,
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Ahmad Khumaidi, S.H.I

Perincian biaya :
1. PNBP Rp 20.000,00
Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
Biaya Proses Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan Rp  420.000,00
Biaya Redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Materai Rp 6.000,00
Jumlah Rp  536.000,00
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

o M 0N
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